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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi 

terbagi menjadi dua yaitu :  

1) Kendala internal dalam  pelaksanaan eksekusi adanya kelalaian dari pihak 

pengadilan yang diwakilkan oleh juru sita untuk pemberitahuan  waktu 

dilaksanakannya eksekusi dan kendala eksternal dalam pelaksanaan 

eksekusi adanya perselisihan antara pihak tergugat dan pihak penggugat 

yang berujung terjadinya pemukulan terhadap anak tergugat yang dilakukan 

oleh salah satu karyawan penggugat.  

2) Adanya pelaksanaan eksekusi tanah yang terjadi memberikan dampak  yang 

sangat jelas terhadap penggugat, tergugat, masyarakat sekitar serta 

pemerintah, baik dampak negatif maupun positif. Dengan berdasarkan 

penelitian yakni lebih condong ke arah negatif karena pihak tergugat 

mengalami kerugian yang sangat besar dan dampak negatif tersebut 

mempengaruhi kehidupan mereka sampai saat ini.  

B. Saran 

1) Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat agar dapat memahami persoalan mengolah tanah milik orang 

lain, lebih khususnya persoalan eksekusi. 
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2) Bagi pemerintah 

Bagi pemerintah hendaknya memperhatikan, memberikan bimbingan, penyuluhan 

hukum kepada masyarakat yang awam tentang hukum dan agar pemerintah 

menggunakan regulasi baru yang mengatur tentang eksekusi karena pemerintah 

masih menggunakan aturan lama yaitu HIR dan RBG. 

3) Bagi peneliti 

Bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan tentang eksekusi. Dan 

semoga hasil penelitian ini data digunakan sebagai acuan sehingga mampu 

mengembangkan hasil dengan lebih baik dan dapat lebih menyempurnakan hasil 

penelitian ini. 
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